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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-

2029 dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan 

atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. 

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik 

ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kerinci tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. 

Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya 

menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan 

pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara 

berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya 

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 

ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Periode 2025-

2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang 

akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. RPJMD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 merupakan tahap 

pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045. 

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dan KLHS 

sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, 

sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur 

Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban 

untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik- 

baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD 

terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para 

pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Kerinci. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 

ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan 

bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai 

dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik 

(sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63). 

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif 

mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada 

penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan 

dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga 

sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk 

menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. 

 
1.2. Identifikasi Permasalahan 

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 

daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah 

pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan 

dan kesatuan. 

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek 

pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, 

namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih 

dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan 

program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. 

Permasalahan pembangunan Kabupaten Kerinci diuraikan 

berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang 

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya 

permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar 

dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan 
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yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis 

pembangunan jangka menengah daerah. 

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, 

maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. Agar 

dokumen RPJMD tersebut memiliki kekuatan hukum maka 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 

Undang-Undang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyarakat. 

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut; 

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 

sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan 

dalam kehidupan bermasyarakat; 

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,  

dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

RPJMD; 

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan 

atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. 



5 
 

1.4. Metode 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik 

adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif 

dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa 

Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta 

hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah 

Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka. 

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang 

menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan 

pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta 

hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode 

yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus 

group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris 

adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau 

penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang 

dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan 

kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait 

dan yang berpengaruh terhadap Peraturan  Perundang-undangan 

yang diteliti. 

 

1.5. Sistematika  
 
Naskah Akademik ini di susun dengan sistematika berikut : 

BAB I 

Pendahuluan, Berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah 

akademik, metode dan sistematika. 

BAB II 

Kajian teoretis dan praktek empiris, berisi uraian tentang kajian 

teoritis, kajian terhadap asasa/prinsip yang terkait, kajian terhadap 

praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi social, politik dan 

ekonomi. 
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BAB III 

Evaluasi dan analisi Peraturan Peundang-Undangan terkait, yang 

berisi uraian tentang hasil kajian terhadap aturan perundang-

undangan terkait dengan materi dan asas penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. 

BAB IV 

Landasan Filosofis, sosiologis dan yuridis yang berisi uraian tentang 

landasan filisofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. 

BAB V 

Jangkauan, arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, 

berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan 

jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan 

daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. 

BAB VI 

Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran 

hasil kajian analisa naskah akademik. 

Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan 

bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber 

bahan penyusunan naskah akademik. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



7 
 

BAB II 

ASAS PENYUSUNAN DAN KAJIAN TEORITIS 
 

2.1. Asas-Asas Yang digunakan dalam Penyusunan Perda 

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun 

tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait 

dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan 

sebagai pendorong pembangunan, seperti pernyataan (Listyangsih, 

2014:90) “Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang 

meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan 

pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol 

dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan”. 

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah 

pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting 

untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat 

tiga hal penting dalam penggunaan waktu yaitu : 

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan 

efektif. 

2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan 

tanpa informasi lengkap tentang variable dan alternative, karena 

waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan 

memperhitungkan semua kemungkinan. 

3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus 

dipertimbangkan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek 

atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan 

kemampuan jenisjenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki 

tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, 

perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya 

pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien 
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2.2. Rangkaian Perencanaan Teoritis 

Salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan 

tahunan pemerintah daerah adalah penyusunan dokumen RKPD 

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen RKPD yang 

merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) Pemerintah Pusat yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk 

mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. Dapat dijelaskan pada gambar berikut. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Rangkaian Perencanaan Teoritis 

 

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang 

rasional terdiri dari: 

1. Assessment of needs 

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih 
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baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran 

kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para 

pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya. 

2. Determination of goals 

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan 

dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. 

Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Design of alternative actions 

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa 

alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil 

keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

4. Estimation of consequences of alternative actions 

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah 

diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui 

kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan. 

5. Specification of objectives 

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang 

akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi 

operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

6. Selection of cource of action 

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai 

sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing- 

masing alternatif tindakan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri 

dari tahapan atau kegiatan utama yaitu: 

a. Pengenalan potensi dan masalah; 

b. Perumusan rancangan/tujuan; 

c. Pelaksanaan rencana. 
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2.3. Perencanaan Strategis 

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk 

membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan 

memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), 

mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 

1982). 

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri 

dari 8 (delapan) langkah yaitu : 

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan 

strategis; 

2. Mengidentifikasi mandat organisasi; 

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; 

4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman); 

5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan); 

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi; 

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu; 

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. 
 

1.1.1 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi 

kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 

kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat 

dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, 

dan keterbukaan. 
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Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas 

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, 

kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum 

dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di 

atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Asas kejelasan tujuan 

 
Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

 
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat 

oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- 

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak 

berwenang. 

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

 

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis 

dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan 

peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Kerinci dibuat 

dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 . 

d. Asas dapat dilaksanakan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD 

Kabupaten Kerinci 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam 

ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- 

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara 

dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana 

RPJMD Kabupaten Kerinci diharapkan dapat dilaksanakan untuk 

periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman 

penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, 

dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten 

Kerinci. 

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 

 
Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan 

dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang 

RPJMD Kabupaten Kerinci 2025-2029 dibuat dengan harapan 

dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Kerinci. 

 

f. Asas kejelasan rumusan 

 
Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, 

pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaanya. Penyusunan peraturan 

daerah tentang RPJMD Kabupaten Kerinci 2025-2029 dibuat 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  

2017. 

 
g. Asas keterbukaan 

 

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 
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perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam 

pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada 

setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, 

pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah 

seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan 

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 

12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan. 

2.1.1 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, 

serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan 

Kabupaten Kerinci sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.    

Pendekatan    perencanaan    yang    digunakan    adalah: 

1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka 

ilmiah   oleh   lembaga   atau   satuan   kerja   yang  secara 

fungsional bertugas untuk perencanaan; 

2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terhadap pembangunan; 

3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda 

pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat 

kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; 

dan 

4) Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu 

menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-

bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, 

sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran 
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rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan 

daerah. 

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan 

partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. 

Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh 

Bappeda. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, 

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan 

RPJMD. 

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh 

kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Kerinci antara lain: 

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan 

top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak 

tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat; 

2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan 

teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut; 

3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar 

Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan di daerah. 



 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT 

 

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-

2029 

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 

disusun dengan memperhatikan dan mempedomani 

RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jambi 

Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 

2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2045. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, 

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 berada pada 

tahap I (2025-2029) yang diarahkan pada pemantapan 

pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai 

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing 

kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh 

kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah serta 

mewujudkan Kerinci dalam peningkatan kualitas SDM 

yang maju, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

adil, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur 

daerah serta peningkatan profesionalisme aparatur 

pemerintah. 

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW 

kabupaten kerinci tahun 2012-2032 yang dituangkan 



 

didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 yaitu pada kebijakan 

pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan 

sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan 

yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten 

Kerinci. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM 

Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD 

Kabupaten Kerinci dan RTRW Kabupaten Kerinci, 

penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen 

Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, 

RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup 

Startegis (KLHS). 

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, 

program strategis dan operasional dalam rangka 

menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-

2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan 

tahunan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang memuat 

prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara 

dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya 

dapat dilihat pada Gambar : 

 

 

 

 



 

Gambar 3.1 
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan 

Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan 
Daerah 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang 
Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara Republik   
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   292, Tambahan  
Lembaran Negara  Republik    Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 



 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2024  tentang 
Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi   (Lembaran   Negara 
Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   144, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik    Indonesia Nomor 
6959); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 6); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9); 

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 
Nomor 2); 

 
3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah 

 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

 

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 



 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar 

Pelayanan Minimal; 

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia 2011-2025; 

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Program Pembangunan yang Berkeadilan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor .. Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-



 

2045. 

 
3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang 

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 32); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24). 

 
3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan 

Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar 

Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM 

merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan 

wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan 

publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 



 

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah 

Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan 

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarkat, dan 

6. Sosial 

Hingga saat ini di Kabupaten Kerinci, Standar Pelayanan 

Minimal yang sudah dilaksanakan hampir disemua jenis 

SPM yang dilaksanakan. 

 

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-

Undangan Terkait 

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan 
Daerah 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 



 

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah 

bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa : 

(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun 

rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, 

disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat 

Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan 

daerah. 

(3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara 

berjangka meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 

yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan 

daerah yang mengacu kepada RPJPN; 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kepala daerah yang memuat tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 

daerah dan keuangan daerah, serta program 

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah 

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan 

RPJMN; 

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan 



 

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Kerja Pemerintah dan program strategis nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RPJPD 

dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah 

berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan. 

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan 

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah 

pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan 

pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi 

kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut 

terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara 

secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud 

meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. 

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat 

konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat 

dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada 

provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada 

kabupaten/kota. 

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi 

urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan 

wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, 

kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, 

prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan 

pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan 

potensi unggulan dan kekhasan daerah. 

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan 

Ranperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Nomor 2 



 

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 2). Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah 

dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri 

dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan 

dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur 

pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 

dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur 

pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas 

daerah. 

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk 

suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan 

yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap 

penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk 

kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi 

perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan 

keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang 

meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan 

banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi 

geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi 

daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan 

ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh 

karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah 

bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria 

pembentukan suatu organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada 

pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa 



 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai 

bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian 

diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku 

kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan 

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan 

pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa 

gubernur/bupati/walikota bertanggungiawab atas 

pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari 

kekuasaan pemerintahan daerah. 

 
3.2.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara pernerintahan di pusat dan daerah dengan 

melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan 

pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 

(lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, 

yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-

down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini 

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana 

hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan 

melalui musyawarah. 

Menurut Undang-Undang tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana 

pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah 



 

ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, 

RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan 

Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan 

tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan 

Presiden/Kepala Daerah. 

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan 

sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 

melalui kegiatan- kegiatan koreksi dan penyesuaian 

selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan 

kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya 

menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis 

hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan 

dari masing-masing pimpinan 

kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan 

tugas dan kewenangannya. 

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari 

kegiatan perencanaan pembangunan yang secara 

sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan 

informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan 

kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan 

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. 

Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), 

keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan 

dampak (impact). Dalam rangka perencanaan 

pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat 

maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan 

evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau 

terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam 

melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, 

kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, 

mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi 



 

kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, 

dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka 

waktu sebuah rencana. 

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat 

memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan 

sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh 

karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana 

program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana 

kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Menurut kewenangannya kepala Bappeda 

ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD 

sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan 

umum, program prioritas kepala daerah, dan arah 

kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala 

perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana 

strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal 

RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan 

RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana 

strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. 

Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala 

Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka 

menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu 

tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang 

RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini 

disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala 

daerah dilantik. 

  
 
 

 



 

BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 
 

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian 

dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian 

unsur-unsur hukum tertulis yang saling  terkait, pengaruh 

mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan 

satu  sama lainnya yang terdiri atas asas-asas 

pembentukannya, jenis hirarki, fungsi, materi muatan, 

pengundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujian 

yang dilandasi pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan 

perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya 

harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, 

landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Unsur filosofis, 

sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan 

alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan 

secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Demikian juga halnya dengan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029 , yang pembentukannya juga dilandasi 

dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. 

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan 

yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan 

Hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada 

pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, 



 

sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan 

hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 

yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan. 

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan 

perundangan yang sesuai asas-asas peraturan 

perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi 

pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan 

perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas 

memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan 

Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan 

efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun 

yuridis. 

Landasan filosofis memuat pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran 

dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta 

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan 

terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945


 

berkembang di masyarakat yang mendorong perlu 

dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis 

sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-

futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu 

sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum 

nasional yang ingin dicapai.  

Landasan Yuridis memuat pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau 

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa 

keadilan bermasyarakat. 

 
4.1. Landasan Filosofis 

 

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber 

dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia pada 

hakikatnya terjabarkan dalam Pembukaan dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



 

yang menyatakan bahwa dibentuknya negara Indonesia 

bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Landasan filosofis peraturan 

perundang-undangan selalu mengandung norma-norma 

hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu 

masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan1. 

Pentingnya kajian landasan filosofis dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kerinci tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029, adalah untuk memastikan 

bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini memuat nilai 

falsafah bangsa serta tidak memiliki muatan yang 

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian filosofis 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025-2029  dilakukan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

 
1 Muhtadi, Tiga Landasan Keberlakukan Peraturan Daerah, Fiat Justicia Ilmu Hukum Volume 7 No 2 

Mei-Agustus 2013, hal 213. 



 

karena di sinilah terdapat Ideal norms dan rechtsidee 

bangsa Indonesia yang meliputi pandangan hidup, 

kesadaran hukum, cita-cita moral luhur serta watak dari 

Bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan terbentuk 

suatu kerangka politik hukum nasional yang bertujuan 

kepada perwujudan tujuan negara yaitu mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

Sistem hukum Indonesia yang lebih 

mengedepankan kepastian hukum atau legalitas yang 

tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang 

didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional 

negara, sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang 

bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama 

ada dan berkembang.2 Dengan kata lain, jati diri hukum 

Indonesia merupakan sesuatu yang tumbuh bersama 

dengan masyarakat yang akan terus berkembang kearah 

pembangunan.3 Oleh sebab itu kepentingan masyarakat 

harus dapat dilindungi dengan menggabungkan sistem 

norma, sistem perilaku dan sistem nilai dengan 

mengutamakan kepentingan masyarakat.4 Kemudian 

menurut Mochtar Kusumaatmadtja dalam konsep 

pembangunan mengartikan hukum tidak hanya sebatas 

pada alat untuk mencapai tujuan tetapi merupakan suatu 

 
2 Imam Syaukani dkk, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63.   

3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum cetakan ke-8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 242-243.   
4Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori 

Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.95.   



 

sarana yang lebih luas untuk membangun bangsa 

Indonesia.5 Sehingga dalam hal ini peran hukum besifat 

sebagai sarana pembangun yang mendorong ekonomi, 

sosial, dan politik masyarakat yang diaturnya. 

Kemudian dengan pertimbangan bahwa tujuan 

negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga 

negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas, 

dengan demikian hukum harus mengabdi kepada rakyat6. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Imanuel Kant yang 

mengemukakan bahwa hukum dibentuk karena manusia 

ingin agar dalam mencapai kemerdekaannya tidak 

terganggu dan diganggu oleh anggota masyarakat lainnya. 

Oleh karena itu hukum merupakan sarana perlindungan 

dalam masyarakat agar tercapai keamanan dan 

kedamaian.7  Hukum yang dibuat adalah hukum yang 

sesuai dengan ruang dan waktu hukum itu dibuat. 

Tugas negara bukan hanya sebagai suatu negara 

penjaga malam (nachtwakersstaat), yang bertugas apabila 

tidak terjadi ketentraman, ketertiban umum dan 

keamanan. Paham ini sudah berubah seiring dengan 

perkembangan umat manusia dimana negara hukum 

modern yang memiliki kewajiban yang lebih luas yaitu 

 
5 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo, 2006, hlm. 415.   
6Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum 

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 106.   
7 Ibid.   



 

mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini 

melahirkan pengelolaan manajemen negara yang harus 

berdasarkan hukum, yang sedikitnya harus mencerminkan 

tiga kriteria yaitu supremasi hukum, persamaan hak di 

depan hukum, dan perlindungan setiap orang di depan 

hukum.8 Sementara itu tugas pokok pemerintah yang 

paling utama dalam menjamin dan melindungi kedudukan 

ekonomi warga negara.9 

Secara filosofis tujuan hukum yang dibuat oleh 

penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi 

masyarakat dan untuk itu penguasa dengan hukum yang 

dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu: 

untuk memberi nafkah hidup (to provide subsistence); 

untuk memberikan makanan yang berlimpah (to provide 

abundance); untuk memberikan perlindungan (to provide 

security); dan yang terakhir untuk mencapai persamaan (to 

attain equality).10 

Landasan filosofis pembentukan peraturan 

perundang-undangan merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

 
8 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law the Constitution (London: Macmillan Press, 1971), hlm. 202-

203. Menyatakan bahwa ”... in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the 

influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary 

authority on the part of government. It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the 

ordinary law of the land administered by the ordinary law courts ; lastly, may be used as a formula for expressing the fact 

that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally from part of constitutional code, are not 

the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts.”   
9 Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 28.   
10 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, cetakan ke dua, Jakarta : Toko 

Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan  

Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.   



 

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber 

dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 

Landasan filosofis suatu peraturan 

perundangundangan, pada prinsipnya meliputi dua 

pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa 

landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan 

dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan 

bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi 

seluruh isi peraturan perundangundangan yang disusun. 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan 

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang 

dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan 

nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan 

global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. 

IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses 

pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk 

mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

 
11 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan   



 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan 

cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II 

Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional agar selalu 

berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, 

meliputi pertama, Seluruh lapisan masyarakat agar 

meletakkan landasan spiritual dan moral dalam 

pembangunan nasional. Kedua, Peningkatan martabat 

serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta 

penghapusan ketidakadilan. Ketiga, Peningkatan semangat 

persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, Mengutamakan 

musyawarah dalam mengambil keputusan, dan Kelima, 

Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya 

kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka 

landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan 

pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan 

secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau 

sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan 



 

masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh 

rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan 

sosial, yang menjadi tujuan citacita kemerdekaan bangsa 

Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, 

menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut 

untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam 

rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat 

dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil 

pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan 

masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta 

memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan 

nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang 

dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan 

masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah (RPJMD). 

Proses penyusunanan RPJMD dilakukan melalui 

serangkaian forum musyawarah perencanaan 

pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur 

perangkat daerah dan pelaku pembangunan. 

RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta 

menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan 

bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program 

pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks 

rencana program pembangunan lima tahunan yang 



 

diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil 

kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di 

Kabupaten Kerinci, dengan tetap memperhatikan kebijakan 

dan program strategis nasional. Dengan berbagai kondisi 

yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan 

misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat 

tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun 

kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang 

akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan 

pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2029. 

 
4.2. Landasan Sosiologis 

 

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya 

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kerinci tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029  harus menjadi solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di 



 

Kabupaten Kerinci.  

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka 

untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas 

membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap 

manusia mempunyai kepentingan. kepentingan adalah 

suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi. setiap manusia adalah 

pendukung atau penyandang kepentingan sejak dilahirkan 

manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dan 

sebagainya. menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan 

jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, 

berkeluarga, dan sebagainya. dari sejak kecil beranjak 

dewasa serta menjelang Saat ia meninggal dunia 

kepentingannya berkembang.12 

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai 

permasalahan yang mengancam kepentingannya, sehingga 

seringkali menyebabkan kepentingannya atau 

keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar 

kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang 

mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan 

manusia lain. Manusia akan lebih kuat menghadapi 

ancaman ancaman dalam kepentingannya, yang dengan 

demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia 

hidup dalam masyarakat‟, yaitu salah satu kehidupan 

 
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm.1   



 

bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola 

tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama 

anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan 

bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir 

tujuan bersama. masyarakat merupakan kelompok atau 

kumpulan manusia. Berapa jumlah manusia diperlukan 

untuk dapat disebut masyarakat tidaklah seberapa 

penting. kalau di sebuah pulau hantu terdapat seorang 

manusia saja Belumlah dapat dikatakan masyarakat tetapi 

kalau kemudian datang manusia lain di Pulau itu akan 

terjadilah hubungan dan pengaturan-pengaturan. apa 

yang mempertemukan atau melekatkan kedua manusia itu 

sama satu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau 

kepentingan mereka. kehidupan bersama dalam 

masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa 

manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi 

berdasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.13 

Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan 

perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau 

sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya 

tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang 

dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini 

hendaknya kepentingan manusia akan dapat dihindarkan 

dari bentrok antar kepentingan, akan diharapkan 

 
13Zevenbergen, Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap, hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, 

Mengenal Hukum… Op. Cit., hlm.2   



 

terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. kaedah 

sosial ini ada yang berbentuk tertulis Ada pula yang lisan 

yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi 

ke generasi.14 Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai 

macam bahaya yang mengancam kepentingannya, 

sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau 

keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar 

kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang 

mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan 

manusia lain. dengan kerjasama dengan manusia lain 

akan lebih mudah keinginannya tercapai atau 

kepentingannya terlindungi.15 Oleh sebab itulah 

diperlukan pengetahuan akan kaidah sosial terutama 

dibidang hukum, sebagai salah satu upaya perlindungan 

kepentingan agar dapat terhindar dari bentrok atau konflik 

kepentingan di masyarakat. 

Ada adagium yang mengatakan ubi societes ibi ius 

yang artinya “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. 

Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam 

pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya 

masyarakat harus mengenal hukum, bagaimana hukum 

itu, dan dimana hukum itu ada.16 Kemudian suatu 

 
14 Ibid., hlm.4   
15Zevenbergen, Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap, hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit.   
16 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, edisi revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.3.   



 

peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai 

landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai 

dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum 

masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat 

harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan "hukum 

yang hidup" (living law) dalam masyarakat.17 

Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi 

daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat daerah yang 

diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat 

Perda. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat 

mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. 

Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-

undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai 

dan memaknai apa yang menjadi keinginan di masyarakat. 

Melalui aturan hukum inilah dapat di jadikan sebagai 

pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga 

kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian 

sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain 

yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan 

sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain 

itu pula dengan adanya Perda tentang Rencana 

 
17 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, 

Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat juga Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 66. 

Bandingkan Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1. 

Bandingkan Budiono Kusumahamidjojo, ”Catatan Pinggir”, Jurnal Dialogia Iuridica Vo. 1 No. 1, Fakultas Hukum 

Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.   



 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029  ini 

diharapkan agar kemanfaatan hukum dapat dicapai. 

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul 

ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa 

masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat 

dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah 

yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang 

ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang 

berkembang saat ini dan dimasa mendatang. Kabupaten 

Kerinci merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi 

Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Kabupaten Kerinci yang sangat luas menjadi salah 

satu tantangan dalam pembangunan. Wilayah Kabupaten 

Kerinci memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian 

wilayah.  

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten 

Kerinci, maka pemerintah daerah memiliki peran yang 

sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang 

dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang 

telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. 

Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang 

tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan 



 

dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama 

yaitu kejahteraan masyarakat yang adil dan merata. 

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat 

sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses 

perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan 

perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan 

dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur 

pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku 

kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa 

rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah 

adalah RPJMD Kabupaten Kerinci. 

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen 

perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah 

kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan 

visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan 

daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun 

Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten 

Kerinci dengan harapan penetapan peraturan daerah 

tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah 

dalam pencapai tujuan Pembangunan Jangka Menengah 



 

Kabupaten Kerinci periode 2025-2029. 

 
4.3. Landasan Yuridis 

 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau 

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 

aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa 

keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut 

persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau 

materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perturan 

perundang-undangan yang baru. Indonesia sebagai negara 

hukum berdasarkan amanat Konstitusi yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum, memiliki konsekuensi kenegaraan 

bahwa setiap tindakan Pemerintah harus memiliki dasar 

hukumnya. 

Terkait dengan konsep negara hukum, seorang filsuf 

Rumawi Kuno Cicero mengemukakan bahwa Omnes legum 

servi sumus ut liberi esse possimus (We are servants of the 

law so that we can be free)18, ini adalah suatu ungkapan 

yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, hukum 

 
18 http://rightreason.typepad.com/right_reason/2014/10/omnes-legum-servi-sumus.html 



 

adalah raja sehingga harus dipatuhi untuk mencapai suatu 

kesejahteraan. Dari beberapa konsep tersebut, Azhary 

menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan Negara 

Republik Indonesia terdapat beberapa unsur negara 

hukum yaitu: 

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila; 
2. Berkedaulatan rakyat; 

3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi; 
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan; 

5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya; 

6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-
sama dengan DPR; 

7. Dianutnya sistem MPR.19 

 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa negara hukum harus menganut 

asas legalitas atau kepastian hukum untuk menjamin 

tegaknya keadilan dan mencegah timbulnya kesewenang-

wenangan di masyarakat. Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum maka setiap 

kebijakan yang dijalankan harus memiliki dasar hukum 

yang jelas serta berbentuk peraturan perundang-

undangan. Maka pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029  di Daerah 

juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

 
19 Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya), Universitas 

Indonesia: UI Press, 1995, hal. 21. 



 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) 

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan 

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan. 

Berdasarkan hal itu, untuk mengatasi persoalan 

seputar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029 di Kabupaten Kerinci perlu dibuat suatu 

Perda yang bisa menjawab berbagai persoalan supaya 

terdapat satu pedoman hukum bagi pihak-pihak terkait 

dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan tetap 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Perda yang disusun oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kerinci tersebut merupakan Peraturan 

perundang-undangan yang diakui keberadaannya serta 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Beberapa Landasan yuridis penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 



 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

2) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 



 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang 

Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara 

Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   292, 

Tambahan  Lembaran Negara  Republik    Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6) Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2024  tentang 

Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi   (Lembaran   

Negara Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   

144, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik    

Indonesia Nomor 6959); 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

11) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 

 

12) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 

Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 32); 

 

13) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor .. Tahun .. 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jambi Tahun .. Nomor 2024, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor ..); 

 

14) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 



 

Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24); 

 

15) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 

2019 Nomor 9); 

 

16) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kerinci Tahun 2022 Nomor 2);  

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis 

tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 perlu segera disusun 

dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) 

bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa 

produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam 

melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, 

sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 

LINGKUP MATERI MUATAN 

 

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 

adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Kerinci 

sesuai pada Visi dan Misi yang akan dicapai. 

 

5.1.1. Visi 

Visi Kabupaten Kerinci merupakan gambaran kondisi 

masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam 

kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2025-2029. 

Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di 

akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut 

sebagai Visi Kabupaten Kerinci yang menggambarkan 

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama 

pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat 

pada umumnya. 

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, 

maka visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 adalah : 

“BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA” 

Visi Pembangunan Kabupaten Kerinci ini 

diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat 

masyarakat Kabupaten Kerinci dengan tetap mengacu pada 

pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat 

Kabupaten Kabupaten Kerinci , selaras dengan RPJM 

Nasional Tahun 2020-2024, dan RPJPD Kabupaten Kerinci 



 

Tahun 2025-2045. Visi pembangunan daerah Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2029 merupakan lanjutan dari cita-

cita pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029. 

 

5.1.1. Misi 
Untuk mewujudkan visi MEWUJUDKAN KERINCI 

YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA 

tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan selama 

periode 2025-2029 yaitu : 

1. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas 

dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi 

Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan. 

2. Meningkatkan Pengembangan Ekomoni Inklusif 

Berbasis Pertanian. 

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, 

Pengarusutamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing 

Serta Ketahanan Sosial Budaya. 

4. Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan 

Ketahanan Bencana dan Ekologi.  

5. Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya 

Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan 

Pembangunan. 

 

5.1.2. Tujuan Dan Sasaran 
 

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2029 lebih terarah dalam 

implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut 

dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, 

disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kerinci 

Tahun 2025-2029 sebagai berikut. 

 



 

 

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan 

 

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 ini mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang 

meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; 

dan c) Ketentuan Peralihan. 

 

5.3. Ketentuan Umum 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.  

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

c. Bupati adalah Bupati Kerinci.  

d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan  DPRD  dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun.  

f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah Kabupaten Kerinci untuk 

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai 

dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

h. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 



 

i. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

j. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan 

pembangunan Daerah. 

k. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

l. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata 

oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih 

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih 

pendek dari tujuan.  

m. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk 

mencapai tujuan.  

n. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

5.4. Materi yang akan diatur 

 
Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 antara lain: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta 

sistematika penulisan RPJMD. 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten 

Kerinci meliputi gambaran dari aspek geografi, 

demografi, kesejahteraan masyarakat,  pelayanan 

umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan 

permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi 

pijakan perumusan target pembangunan dalam lima 

tahun kedepan 



 

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan 

daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan 

untuk pembangunan lima tahun kedepan. 

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan 

daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah 

yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun 

kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab 

gambaran umum daerah. 

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi 

pembangunan daerah Kabupaten Kerinci sesuai dengan 

visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara 

operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator 

kinerja dan targetnya. 

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program 

Pembangunan Daerah 

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam 

mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan 

dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan 

program pembangunan daerah. 

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

Perangkat Daerah 

Bab ini  memuat  program  prioritas dalam pencapaian 

visi dan  misi serta seluruh  program yang dirumuskan 

dalam Rencana strategis Perangkat Daerah beserta 

indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat 

daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. 

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator 

kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan 

sebagai indikator kinerja kunci (IKK). 



 

Bab IX Penutup 

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan 

kaidah pelaksanaan RPJMD. 

 

5.5. Ketentuan Peralihan 

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan 

pada masa peralihan periode RPJMD, maka penyusunan RKPD 

Tahun 2025 dan 2026 berpedoman pada sasaran pokok dan 

arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 dan 

mengacu pada RPJMN 2025-2045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci 

Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi dan arah 

pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 

2025-2029. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kerinci ini 

menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci setiap 

tahunnya. 

Keberhasilan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kerinci dalam mewujudkan cita-citanya yang terkandung 

dalam visi Kabupaten Kerinci Sesuai dengan visi Bupati 

dan Wakil Bupati terpilih, maka visi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kerinci Tahun 2025-2029 adalah :“ BERDAYA SAING, 

MAJU, DAN SEJAHTERA” Visi Pembangunan Kabupaten 

Kerinci ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan 

amanat masyarakat Kabupaten Kerinci dengan tetap 

mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya 

bagi masyarakat Kabupaten Kabupaten Kerinci , selaras 

dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2045, dan RPJPD 

Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045.  

Pemerintah Daerah wajib menerapkan 3 pilar dari 

prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program 

dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah 

pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah 



 

Kabupaten Kerinci.  

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua 

pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait 

seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta 

kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi 

sosial, ekonomi dan politik yang andal (reliable). 

Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus 

informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan 

dapat dipantau.  

Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas 

suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas 

keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan 

misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

pencapaian organisasinya dalam pengelolaan Sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap 

perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan 

evaluasi.  

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan 

bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai 

dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas 

mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung 

gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung-gugatkan. 

Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria 

dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, 

serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan 

tercapainya berbagai standar tersebut.  

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum 

yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-

undangan yang jelas tegas, diketahui publik disatu pihak, 

serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan 



 

tanpa pandang bulu dipihak lain. Kepastian Hukum juga 

merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat 

kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan 

rakyatnya dan dunia internasional.  

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya 

paradigma mengenai peran masyarakat dalam 

pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima 

manfaat (beneficiaries) atau obyek belaka, melainkan agen 

pembangunan (subyek yang mempunyai porsi yang penting. 

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi 

maupun dalam kerangka anggaran (budget invention), 

mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi 

antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam suatu program 

maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan 

antar dinas, dengan tetap memperhatikan 

peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah 

kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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